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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PROVINSI'SULAWESI XJTARA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

ENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

T TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

: a. bahw#'ine%eniphi ketentuan pasal 315 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang NomorJ; Tahto. 2015 Tentang Pcrubahan Kedua
Atas Undang-^hdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

van Perwakilan Rakyat DaerahPemerintahan Daerah,

(DPRD) bersama %j;Bati Kepvdauan Talaud telah
menyempumakan R^'cangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan,§eilL^a Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2016, sesuai deng^l Keputusan Gubemur
Sulawesi Utara Nomor 33'!®#^un 2015 tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Talaud tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan

Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, dilakukan a,gar Peraturan Daerah tentang APBD

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016



Mengingat

tidak bertentangan dengan tepentmgan umum dan
Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tmggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagatoana
dUnaksud pada huruf adan huruf b, perlu ditetap^
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun Anggaran 2016;

^.undang-undang Nomor 8 mun 2002 tentang
^"^^embentukan Kabupateri Kepulauan TaJaud di rovmsi

"^Tahus 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
ik Indonesia Nomor 2183);

2 Una |̂undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
™an Negara (Lembaran Negara RepubHk Indones^

-Slomor 47, Tambahan Lembaran NegaraTahui

RepS)liJ^Siesi^ Nomor 4286);
•NT ri-r 1 Tahun 2004 tentang3. Undang-Undang^, Nomor 1 Tahun

Perbendaha^asn Negara (Lembaran Negara Repubhk
indonesiaf^ihun 2064 Nomor 5. Tambahan LembaranNegara Republk Indonesia Nomor^SS),

Tahun 2004 Nomor 6|f#tmbahan Lembaran NegaraRepubUk Indonesia No^ |̂>^ „ Sistam
^•r:!r:L".onal(Lembar.^^

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun

r:rD~-—CaV
~ aTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik a tentang Pajak

= ^lar. Negara Repub.



Indonesia Tahto 2009 Non>or 130, Tan^bahan Lembar.
egara Republik Indonesia Nomor 5049)-

Tahun 'sou tenta.
(Le h" ™ Pwaturan Perundang-Undangs^mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20]
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepuM
Indonesia Nomor 5234];

9. Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Des
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201

^Nomor 7, Tambahan Umbaran Negara Republi
W^onesia Nomor 5495);

J#fndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan,
(Lembaran Negara Republil

" |a Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembarar
1ST "|f>- . -^-t-iiuturcLr.Republik Indonesia Nomor 5234) sebagalmana
^ Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara
Republik Indo'nesia Tahun 201S Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negarj^^epublik Indonesia Nomor 5679);

11.Peraturan^eo^t^ jOg
Kedudukan Kpiianga Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

12. Peraturan Pemgintah:gomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Umb^i, Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomorflis, T^bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NomoiS4^13^/

13. Peraturan Pemerintah Nomor^e Tahun 2001 tentang
Retnbusi Daerah (LembaiSljegara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T^un 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan PerwaMlan Ralg^at Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah tei^ir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah



Nomor 24 Taliun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
danKeuangan Piinpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
%mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan .Pengawasan Penyelenggaraan

^^.g^erttahan Daerah;
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian^rusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daer^ Kl|̂ |kten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaxan
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lejnbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4972);

20. Peraturan Pemerint&#omor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tentanj, Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat; I?

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5165);

22.Periaturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2010 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahxin 2010 Nomor 210, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



"27

28.

24.P„ate^ p,^eri„tah Rep;.blik Indonesia Nomor 60
2014 tentang Dana D..a yang ber.u„,b„ dan

^®aran Pendapatan dan Bdanja Negara (Lambaran
Ta Indonesia Tahun 2014 Nomor 168^bahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagain,a„a teiah di ubah dengan Peraturan
Peme^tah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa
£ang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
J#gara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
; 15 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
^nd^sia Nomor 5694);

|n Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
^ Barang/Jasa Pemerintah;

13 Tahun 2006'®°'̂ #'rPe|man Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagamaaftft#-telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturjj Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tah^ 2011 te^W Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menten Dala^egeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pen|eloIaan Keuangan Daerah;
Peraturan Ment,^«^,egeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Oara^E^aluasi Rancangan Peraturan
Daerai tentang APBD' dan R^^gan Pe:«turan Kepala
Daer^ tentang Penjab^^-'lp|D sebagaimana diubah
terakhn- dengan Peratu^J^^ftri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2011 tentang^embahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman



Menetapkan

Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumbef

Dari APBD;

29.Pera1:iaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah

Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahim 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

- tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

^f^eraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor
01 T^hun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

|̂p|jd^^gn Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
' Kep^llifai Talaud Tahun 2012 Nomor 01 Seri E);

Dengan

la
f>
Is

Bersama

DEWAN PERWAKIL^f^RAKYAT DAERAHKABUPATBN^^LAUAN TALAUD

BUPATI KEPiTLAUAN TALAUD

MEMUI

PERATURAN DAERAH X^UPAT

TENTANG ANGGARAN F

DAERAH TAHUN ANGGARAN

KEPULAUAN TALAUD

DAN BELANJA

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai

berikut:

1. Pendapatan Rp. 825.968,805.149,00,-

2. Belanja RtJ. 875.196.742.932.00.-

Suzplus / Defisit Rp» 49i227.937t783,00,-



3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp. 63.180.000.000,00,-
b. Pengeluaran Rp. 13.9S2.nfi9 917 nn,.

Jumlali Pembiayaan Netto Rp. 49.227.937.783,00,-

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaaa Rp. 0,00,-

Pasal2

(1) Pendapatan Dae^sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dai-i:
a. Pendapa^rfCsli l^erah sejumJah Rp. 17.053.942.592,00,-
b. Dana Perl^aj^^ sejumlah Rp.718.218.582.660,00,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.90.696.279.897,00,-

^ V; %(2) Pendapatan Asli E^erAii^aimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri
dari jenis pendapatan :

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daer^ yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli D%ej|̂ Tang Sah sejumlah

Rp.5.886.673.400,00,- 0

(3) Dana Perimbangan sebagaimana di^g^is^^a ayat (1) huruf bterdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi ^S^hasil ^„j|ukan pajak sejumlah
Rp. 19.589.238.000,00,-

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.493.5%j802,gio,00,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.205.08&lb.660,00,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimalcsud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan ;
a. Hibah sejumlah Rp.0,00,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp.5.088.928.897,00,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.0,00,-
d. Pendapatan Lainnya Rp.85.607.351.000,00,-



Pasal3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.486.651.207.177,00,-
b. Belanja Langsung sejumlah Rp.388.545.535.755,00,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huiuf aterdiri
dan jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah Rp.359.484.481.125,72,-
b. Belanja bunga sejumlah Rp.0,00,-
c. Belanja subsidi '̂umlah Rp.0,00,-
d. Belanja.hi^ah'seji||ilah Rp.3.215.000.000,00,-
e. Belanja bahtuanjbsial sejumlah Rp. 2.256.000.000,00,-
f. Belanja bagi hasil sejui^ah Rp.l.116.744,800,00,-
g. Belanja bantuai^eT|pi|̂ sejimilah Rp.l 14.578.981.251,28,-
h. Belanja tidak terdugasgii^ah Rp.6.000.000.000.00,-

(3) Belanja langsung sebagair^a dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp.27.051.702.559,00,-
b. Belanja barang dan jasa sejumlah R|). 140.912.703.503,00,-
c. Belanja modal sejumlah Rp.220.581.ll9.693,00,-

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaks|jialam pasal 1terdiri dari:
a. Penerimaan sejumlah Rp.63.180.000.000,00,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 13.952.062.217J)i)f^

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayatl!f^rufaterdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SiLPA) sejumlah Rp. 63.180.000.000,00,-

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,00,-

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.0,00,-
b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 13.952.062.217,00,-



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut

xirusan pemerintahan daerah dan organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV R^pitulasi Belanja menurut Pemerintahan Daerah,
Organisasi P^ram, dan Kegiatan; •

5. Lampiran Vfeekapitillasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan peirgrintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelol^^^l^gan negara;

6. Lampiran VI Daftar Jvui^g^Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penjg^^S^^odal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar peridra^^^nambahan dan pengurahgan aset tetap

daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkira^^^^mbahan dan Pengurangan Aset Lain-
lain;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan - fegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan diangg^k^-^^^mbali dalam tahtan anggaran

12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Dalfah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan^p^s^aerah.

Pasal 6

Bupati Kepulauan Talaud menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

APBD.



1 I

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlalo, pada tanggal diundangkan.
sefap orang mengetahuinya. memarmtahkan pengundangan Peraturan

Daerah mi dengan penerapatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan cii Melonguane
pada tangg^; 31 Desember 2015

\ •'

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

%

»WWATEN KEPULAUAN TALAUD PROVINSI

'•#s
%

P:


